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ABSTRAK

Yahya 2022. Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudkan dan
Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Kependudukan). Dibimbing oleh Rudi Hardi selaku pembimbing 1
dan Nur Khaerah selaku pembimbing II.

Menerapkan E-Government padaéfa modem saat ini harus mementingkan
teknologi informasi sehingga dalampelayanan publik secara online dapat lebih
efektif dan efisien. Untuk menéfapkan E-Government di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat perlu memerhatikan tentang ' bagaimana elemenselemen untuk
menerapakan E-Government.

Penelitian ini bertwjiiary imengetahvi penerapan E-Govérnment dib Dinas
Kependudukan' dan Cataran Sipil Kabupeten Eirekang, mmggtmakan mdade
penclitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Teknik pengt
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisi dam
meliputi reduksi data. penyajian data dan penarik kesimpulan.

Hasil penchiian ini menvnjukkan 3 elemen dalam menerapkan [-
Gaovernment di Dinas Kependudukan dan Cataatn Sipil Kabupatm Enmknngp
yaitu: 1), Elemen Suporri adanya dukungan dan keinginan dari pimpinan Instansi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapaten Enrekang dalam menerapkan
E-Government dan dengan admynahmmmmduhmgdalmn menerapkan F-
Governmeni. 2). Elemen Capacity yang meleputi dengan tersedianya suitiber daya
finansial yang berasal «ari Anpgaran Pendapatan Belanja Daerah. farsedianya
sumber daya infrastukior yaog mendukung dalam menerapkan E-Government
seperti computer,wifi,print dan yang la,m, dan terscdianya sumber daya manusia
vang memeliki kapasitas yang mempuni untuk melaksanakan F-Governmen: atau
pelayanan kepada masyarakat Secara online. Dan yang ke 3)c Adalah Elemen
value yang merupakan manfaat yadg dirasaken olch Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai yang memberikan pelayanan online
kepada masyarakat yang dalam mmerapﬂa n E-Government memberikan
dampak manfaat yang besar dari segi inovasi pelayanan vang cfektif dan efisien
pada saal sckarang ini di instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Enrekang, sedangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai
yang menerima pelayanan yaitu adanya kemudahan dalam mendapatkan
pelayanan karna tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan
terlebih yang jauh dari kantor.

Kata Kunci : Elemen Penerapan. E-Government, Enrekang
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B. Elemen penerapan E-Gavernment di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil




A. Latar Belakang

Electronic  Government atau eigovernment merupakan  bentuk

implementasi yang mengguna
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government sebagai bagian dari globalisasi tidak terlepas dari masyarakat
modern, karena masyarakat saat ini lebih terbuka terhadap kebutuhan
pemerintah sebagai penyedia layanan, melaksanakan tanggung jawab
pemerintah secara lebih efektif dan efisien, dan memberikan akses informasi

yang nyaman, terutama informasi tentang pemerintah (Angguna & Gani,
2015).




E-government di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2001 melalui
Instruksi Presiden No. 6 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika,
yang menetapkan bahwa pejabat pemerintah harus menggunakan teknologi

website/website pemeriniah daerah merupakan langkah awal dalam
mengembangkan konsep e-government. Dengan demikian, pemangku
kepentingan/stakeholder dapat memperoleh informasi lebih cepat dan
melakukan pelayanan public dengan baik (Adibowo & Putri, 2016).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tentang Otonomi Daerah Tahun
2014 mendorong setiap daerah untuk bekerja keras meningkatkan citra,
kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan tentunya kualitas pelayanan




publik. Penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan

diyakini dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pembuatan
website/website pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam
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tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan e-government. pemerintah kapan
saja dan di mana saja E-government dapat diakses juga dapat mencapai
pelayanan publik yang lebih cepat (Mariano, 2019),

Salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan
publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

bertanggung jawab memberikan pelayanan terkait pengurusan Kartu Tanda




Penduduk (KTP) atau akta kelahiran kepada masyarakat, dan permintaannya

terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat selalu meminta birokrat untuk

memberikan pelayanan publik yang baik, meskipun kebutuhan tersebut

Pelaksanaan ternyata didapati berbagai kelemahan (sistem informasi
manajemen kependudukan) sebagai sebuah sistem yang dibangun untuk
mengelola data-data dalam sistem kependudukan yang ada di suatu instansi,
seperti kelurahan, kecamatan maupun dinas pencatatan sipil. Dimana masih
banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-




data mengenai penduduk. Seperti yang terdapat di Kabupaten Enrekang,
ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda.

Masih banyak kekurangan dalam pelayanan yang diberikan kepada

menetapkan rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana ~penerapan
e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.
C. Tujuan Penelitian
Rumusan masalah yang telah diajukan menjadi dasar bahwa tujuan
penelitian ini, adalah unutuk mengetahui penerapan e-governmeni Pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.




D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah dalam




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi s

mewujudkan proses politik agar lebih partisipatif dan demokratis.
Masyarakat dapat telibat secara langsung dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Perkembangan teknologi
internet telah meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelayanan
dengan lebih murah, mampu menjangkau lebih banyak lapisan
masyarakat, dan mampu bekerja lebih cepat (Ridwan & Nurhakim, 2014).




Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni

sama-sama membahas mengenai penerapan e-government di instansi

pemerintahan. Yang menjadi perbedaan penelitian yang kami laksanakan

dengan penelitian kali ini membahasa mengenai penerapan e-government
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Namun dalam perbedaan penelitian ini ada sedikit perbedaan yaitu
dalam penelitian Diva Cantika lebih mengarah kepada pelaksanaan sukses
e-government dalam penanggulangan kemiskinan, namun dalam penelitian
ini lebih fokus pada penerapan e-goverement di kabupaten Enrckang.




3. Judul Penelitian : E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang
Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten

Sleman).
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e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten
B. Kajian Teori
1. Konsep e-government
E-government adalah sebuah bentuk media komunikasi, dimana definisi

«dari media menurut Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding Media.
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menyatakan bahwa media itu The Extension of Man (media itu perluasan
manusia) (Noveriyanto et al., 2018).

Ada banyak definisi istilah e-government, dan menurut Bank Dunia, e-

enjalin hubungan yang

L a0 1
]

ahli memiliki definisi yang berbeda tetapi mengacu pada arti yang sama, yaitu

organisasi pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk menjalankan tugasnya mengelola pemerintahan dan menyediakan
layanan publik. Penggunaan dalam konteks ini meliputi penggunaan perangkat
keras (hardware), perangkatl lunak (software), dan jaringan komputer untuk

memudahkan komunikasi dan mengatur proses bisnis. Melalui e-government,
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informasi dan layanan pemerintah dapat disediakan secara online melalui

internet dan media digital lainnya. Karakteristik internet dan media digital

memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan e-government kapan

D, : ///'ul‘\‘\\\

government. Secara sederhana e-government adalah suatu kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan dukungan teknologi informasi. Sesuai dengan semangat reformasi
birokrasi di Indonesia, e-government berperan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan membantu dalam memberikan informasi kepada
masyarakat secara lebih cfektif. Seiring waktu, hasil implementasi e-




government telah beragam. Di negara-negara maju, penerapan sistem e-
government di lingkungan pemerintahan telah membawa terobosan dari
efisiensi prosedur administrasi birokrasi hingga munculnya inovasi di sektor
pelayanan publik (Sudarsono & Lestari, 20,

a\;:‘ l“‘!!.; 1 ;ln" 5 1S
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organisasi yang bersatu dan menyediakan layanan online untuk membantu

mencapai tujuan ini. Layanan e-government harus dibentuk sesuai dengan
kebutuhan Dan nilai bagi pengguna sebagai bagian dari strategi layanan
multi-saluran.

3. E-government dapat membantu mencapai hasil kebijakan tertentu. Internet

dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide,
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sehingga berkontribusi pada hasil kebijakan tertentu. Misalnya, in formasi

online dapat menyebarluaskan penggunaan program pendidikan atau
pelatihan, berbagi informasi dalam sektor kesehatan dapat meningkatkan

6. E-government dapat membantu kepercayaan antara pemerintah dan warga

negara; membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara
adalah dasar dari pemerintahan yang baik. Teknologi informasi dan
komunikasi membantu membangun kepercayaan dengan mempromosikan

partisipasi warga necgara dalam proses kebijakan. mempromosikan




pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, dan membantu mencegah
korupsi. Selain itu, jika pembatasan dan tantangan dapat diatasi, e-
government dapat membantu mendengar suara individu dalam debat yang

nyak manfaat terlebih

dan peserta yang lebih banyak.
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas: Penerapan e-government
dapat  meningkatkan  transparansi, kontrol, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good
governance. E-government membantu meningkatkan transparansi proses
pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang mudah
diakses dan pelacakan online untuk publik.
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4. Meningkatkan layanan kepada masyarakat: e-government dapat
memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan Anda dapat

memperoleh informasi dari pemerintah tanpa harus mendatangi kantor

beberapa manfaat dari dimensi pemerintahan lainnya dari pelaksanaan e-

Government antara lain (Sudarsono & Lestari, 2018).

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
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2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate

Pada dasarnya tujuan strategis pengembangan E-Government menurut

inpress no 3 tahun 2003 (Supriyanto, 2016):

a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang
terjangkau oleh masyarakat.

b. Pembentukan hubungan yang interaktif dengan dunia usaha




MILIK PERFUSTAKAAN ¢,
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c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga
negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.

d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan

"I merupak

N
\ %

b. Government to Business
Relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis yang
bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan
roda perusahaannya. yang juga dapat menguntungkan pemerintah jika
terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

¢c. Government to Government




Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan
pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau

diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama

(AS! vang menghi
0 gORT
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 hank-han g

lertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain
sebagainya.
d. Government to Employees

lalah hubungan antara pemerintah dengan pegawainya.
Diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para




pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah
institusi sebagai pelayan masyarakat.

e. Government to Non Profit

DAL

tersebut jika dikontekskan untuk pengembangan situs web e-government di
Indonesia, meliputi: (1) Kehadiran, yaitu memunculkan situs web daerah di
internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat
ditampilkan dalam situs web pemerintah; (2) Interaksi, yaitu web daerah yang
Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas

download dan komunikasi email dalam situs web pemerintah; (3) Transaksi,
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yaitu web pemerintah daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga
dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah; (4)

terintegrasi (Nugraha, 2018).

1. Support (dukungan)

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah
adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik
untuk benar-benar menerapkan konsep e-government, bukan hanya sekedar




mengikuti tren. Tanpa adanya unsur political will dari pemerintah, berbagai
inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government akan sulit berjalan.
Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah
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a.  Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses
negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus
diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain
diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara
bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.




c. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga,

waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

berbagai inisiatif e-government.
b. Ketersediaan infrastrukiur teknologi informasi yang memadai karena
merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-government.
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c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e¢-government dapat sesuai
dengan asas manfaat yang diharapkan.

3. Value (manfaat)

pelayanan dan juga

(manusia, komputer, teknologi inforn
yang diproses (data menjadi infbnnnai}, dan dimaksudkan untuk mencapai

asi, dan prosedur kerja), ada sesuatu

suatu sasaran atau tujuan dalam penerapan e-government (Gea Cita Meiratri,
Bambang Irawan, 2020).

E-Government atau pemerintahan elektronik merupakan  bentuk
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Semua sistem sudah terdigitalisasi
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schingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan. Menurut Indrajit dalam Pratiwi & Muslihudin (2018:24), E-

- efektlf, chisien
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Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah mempunyai arti
bagi penerimanya dan dapat mendukung manajemen sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam mendukung penerapan e-government. Menurut
Sutabri (2003:18) mengemukakan informasi adalah data yang telah

diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam

proses pengambilan keputusan (Darmawan, 2015).
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Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau

elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara

tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi

C. Elemen Pencrapan E-Government
Indrajit (2012: 61-68) dalam bukunya menjelaskan hasil riset dari
University of Maryland terdapat beberapa elemen sukses yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan proyek e-governnent. Berdasarkan hasil riset tersebut
diperoleh delapan elemen sukses yang berperan dalam manajemen proyek e-

goverment yaitu sebagaimana berikut :
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1. Pertama, Political Environment (lingkungan politik) , adalah keadaan atau
situasi dimana proyek tersebut di implementasikan.
2. Elemen sukses yang kedua adalah Leadership (kepemimpinan), Peran

s""‘ I,
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4. Elemen sukses yang kelima adalah Transparancy. yang dimaksud disini
adalah bagaimana ketersediaan data mengenai proyek tersebut. Sehingga
dengan ketersediaan tersebut, akan memudahkan seluruh stakeholders
dalam mengakses informasi dan bisa memonitoring segala hal yang
dibutuhkan. Disinilah akan terlihat keseriusan pemerintah dalam

menjalankan proyek ini.
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5. Elemen sukses yang keenam, Budgets (anggaran). Merupakan salah satu
sumber daya finansial yang dianggarkan dalam sebuah proyek yang
menjadi kekuatan yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proyek

& LLCTILELS

Manajemen karya Dr. Ir. Eko Nugro
Willingness adalah kemauan. Kemauan di sini dapat diartikan sebagai

yaitu willingness dan local culture.

komitmen yang muncul untuk melakukan sesuatu hal. Sebagai berikut:
Faktor atau elemen sukses penerapan e-gevernment juga dapat dipengaruhi

oleh local culture atau budaya lokal yang mempengaruhi di dalam kesuksesan

penerapan e-government terkail dengan kemampuan dalam memasyarakatkan

transaksi elektronis. Begitu juga dengan kesiapan dari masyarakat pengguna,
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dimana berhubungan dengan kemampuan masyarakat di dalam menggunakan
fasilitas-fasilitas pelayanan yang terdapat di dalam penerapan e-government
tersebut. Peran masyarakat di sini sangat memiliki pengaruh dalam pencapaian
kesuksesan penerapan e-government (Anggina & Gani, 2015).
D. Kerangka Pikir

Menurut Sugiono

wlbaidy
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Kerangka Pikir :
Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipi Kabupaten Enrekang (Studi Pada
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Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang baik
itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan
suatu kegiatan. Adanya kemauan pemerintah Kabupaten Enrckang
menerapkan E-government dalam memberikan pelayanan publik dan

dukungan semua pihak untuk penerapan E-government.




2. Capasity (kapasitas)
Adalah ketersediaan sumber daya finansial, yaitu adanya sumber
finansial yang mendukung dalam penerapan E-government, ketersediaan
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BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif,
adalah suatu cara atau strategi untuk memperoleh data dan fakta vang
selanjutnya diolah untuk kepentingan penelitian. Metode penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu.

2. Tipe penelitian

3
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Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskripsi analisis,
yaitu penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai
objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini

D. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang diminta
keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian
ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian.
Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan

dapat dipertanggungjawabkan.
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Tabel 3.1 Informasi Penelitian
No Nama Inisial Jabatan
1 | Harwan Sawati,SE | HS | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

it
2

riy
)

CL, i
A3 72 sy
,

/?f”/; j

Yaitu pengamatan langsung, kegiatan observasi dilakukan secara
bersama. Secara umum kegiatan observasi dilakukan untuk merekam
proses yang lerjadi selama penelitian berlangsung. Mengingat kegiatan
observasi menyatu dalam pelaksanaan tindakan, maka perlu
dikembangkan sistem dan prosedur observasi yang mudah dan cepat
dilakukan.




2. Wawancara
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung,
dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan

menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.
2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yang baik dan tampak jelas alur pikirnya adalah hal yang
sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan penyajian data yang
baik merupakan satu langkah penting untuk menuju kearah jalan lancer untuk
mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)




dilakukan terhadap data yang telah di analisis dengan mencari hal-hal penting.
Kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami

dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penclitian
kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan

survey, untuk memperoleh kebenaran informasi vang handal dan
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2. Triangulasi sumber data

Adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui beberapa

metode dan sumbr perolehan data, misalnya selain melalui wawancara dan
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. yang, ! f
e / (ﬂ’ W\ P\KASS,]
( } e \\\ 4"'5 {/

\\) :
N2y
N R .

: ::‘.. = "': :

= =

- -, o
\.' ﬁ/ ’ ""u-u-“‘\
v QL .

7:}6’ \” ////l"l“\\Y\\ .
(“ V ﬂ' 4

pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis dan yang
diperoleh.




BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian

sekitar 1.786.01 km?

a. Letak Geografis

Kabupaten Enrckang secara geografis terletak antara 301436 —
3050°0" Lintang Selatan dan antara 119040753 — 1200633 Bujur Timur.
Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di
atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:
- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja

a n R _M“
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu w LhF,t ff“me
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- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap

- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Gambar 4.1 Peta kabupaten Enrekang

PETA KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWEST SELATAN

Dilihat ‘dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrckang
memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan
Kabupaten Enrekang berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tanah
Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara paris
besar terbagi atas tiga bahasa dari tiga rumpun etnik yang berbeda yaitu
bahasa Duri, Enrekang dan Maroangin di Kecamatan Maiwa. Luas wilayah
kabupaten ini adalah 1.786,01 km atau sebesar 2,83 % dari luas Propinsi

Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan 40 secara
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keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri
dari 129 wilayah desa/kelurahan,
Tabel 4.1 kecamatan di Kabupaten Enrckang

Kabupaten Enrckang 1786.01 100.00
Sumber: Dokumen RT/RW Kab, Enrekang (Tahun 2019)

Setiap kecamatan juga terdiri dari beberapa desa/kelurahan yakni,
Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Bungin 6 desa, Kecamatan
Enrekang 18 desa, Kecamatan Cendana 7 desa, Kecamatan Baraka 15 desa,

Kecamatan Buntu Batu 8 desa, Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan




Malua 8 desa, Kecamatan 41 Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11 desa,
Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.

b. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang

masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri.
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya
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2. Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Enrekang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Enrek r 01 Tahun 2011 tentang
/ g omor 05 tahun 2008

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

publik dan pembangunan sector lain.

2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh

seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana, Sistem
Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu
dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin
diwujudkan, yaitu :

&
&
| amon”

sipil. Aparatur yang terlibat didalam pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam
penanganan dokumen kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang
b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan). Program SIAK merupakan

program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan
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administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diseluruh Indonesia secara
bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di
Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut

base serta analisis data untuk penyusunan program Kegiatan.
b. Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Enrekang.
¢. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan umum bidang




‘e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan
sipil.
f. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang kependudiikan dan pencatatan sipil

- (’\‘

- %
=)

n. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
0. Pembangunan dam pengembangan jaringan komunikasi data
kependudukan




3. Profil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

2) Seksi perpindahan dan mutasi penduduk
3) Seksi pencatatan dan pelaporan identitas
¢. Bidang pencacatan sipil
1) Seks pembuatan akta kelahiran, kematian dan pengangkatan anak
2) Seksi pembuatan akta perkawinan dan pembatalan perkawinan
3) Seksi pencatatan dan pelaporan pelayanan akta pencatatan sipil
d. Bidang pengolahan data serta informasi administrasi kependudukan




1) Seksi administrasi analisa dan data dan informasi kependudukan

2) Seksi pengembangan aplikasi sistem kependudukan

3) Seksi dokumentasi dan proyeksi kependudukan

menerapkan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Enrekang telah berjalan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan
kebutuham masyarakat, perlu diperhatikan elemen penerapan E-government.

Adapun 3 elemen dalam penerapan E-Government diantaranya :




1. Elemen Support
Elemen support merupakan elemen yang paling penting dalam hal ini
penerapan E-Government, sebab perlu dukungan dari instansi pemerintah

-bagaima
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Covid-19 kami dari instansi DUKCAPIL berusaha betul dalam
memaksimalkan pelayanan secara online. Jika ditanya soal
mengenai keinginan dalam menerapakan E-Government kami
sangat mau menerapakan bahkan sudah melaksanakan penerapan
itu.”” (Hasil Wawancara penulis dengan HS Pada 19 November
2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan HS, penulis

menyimpulkan bahwa dalam menerapkan E-government, pimpinan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dan
pemerintah sudah sepakat dalam menerapkan E government dalam




membantu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efesien kepada
masyarakat sehingga masyarakat yang ada di desa desa terpencil di
enrckang juga mendapatkan pelayanan tanpa harus ke dinas

infrastruktur yang dibutuhkn dalam penerapan E-Government sudah
berjalan dengan baik karna penambahan sumber daya manusia atau
pegawai dukcapil sudah ada di setip kecamatan yang ada di enrakang
jadi masyarakat tidsk perlu lagi ke kota atau ke kantor dukcapil karna
sudah ada pegawai yang melakukan opelayanan di kecamatan dan

tentunya ini sangat membantu.
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¢. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar
terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government
(seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya

. IO

AT 10 DT engadasn | 1
z{'fv *:!‘;\\:V,
M .

prin yang lebih banyak

b. Adanya aturan yang mendukung penerapan E-Government di instansi
pemerintahan. Berjalan sistem kerja dalam suatu pemerintahan
memerlukan aturan vang sangat mendukung penerapan sistem kerja
tersebut dalam hali ini penerapan E-Government. Oleh sebab itu

penerapan E-government di suatu instansi pemerintah memerlukan




aturan yang menaungi penerapan itu, sehingga sistem kerja tersebut bisa
berjalan baik dengan aturan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan HS terkait dengan aturan yang berlaku:

Permendagri Nomor
tasian  Administrasi

memberlakukan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Support atau dukungan yang diberikan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Enrekang terkait mengenai penerapan £-
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Government sudah dibilang sangat baik, dengan begitu dukungan yang
diberikan seperti menempatkan beberapa pelayanan di Kecamatan yang
jauh dari kantor Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil kabupaten

Adanya Sumber daya infrastruktut teknologi informasi yang dimana
ketersediaan infrastruktur ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam
menerapkan E-Government ini disuatu instansi pemerintahan dalam hal ini
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Sumber daya
yang diperlukan dalam pembangunan dan penerapan E-Government agar

inovasi yang sudah dibuat menjadi kenyataaan. Berdasarkan wawancara
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penulis dengan salah satu staff atau operator pelayanan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang yaitu YR mengenai

tentang sumber daya infrastruktur teknologi informasi sebagai berikut:

R & 1ica dibilan

= sereoalan 1T 1k =a gk.]ﬂcumﬂﬂ
sistem yang kami rubah karna mengenai ke online hampir
sama saja”. (Hasil wawancara penulis dengan HS pada tanggal 23
November 2021).

Hal yang sama dikemukakan oleh BR yang terkait dengan ketersediaan

sumber daya infrastruktur yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Enrckang. adapun hasil wawancara penulis dengan BR
adalah sebagai berikut:
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“Menururt saya kalau masalah seperti itu, kalau saya lihat disini
sudah banyak sekali computer. dan bisa saya bilang untuk
menerapakan E-government atau pelayanan secara online sudah
bisa di laksanakan dan juga sebenarnya sudah beberapa tahun ini

dana finansial yang cukup besar kama menentukan tercapainya
infrasruktur teknologi yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara saya
dengan HS mengenai sumber daya finansial sebagai berikut:

“Mengenai persoalan sumber dana itu sebenarnya berasal dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, jika mengenai persoalan
dana itu kita tidak perlu khawatir. Karna dalam penerapanya juga
tidak terlalu membutuhkan dana yang besar karna hampir saja
sama dengan seperti pelayanan yang ofline sebab computer itu
sudah tersedia jadi tidak terlalau membutuhkan dana yang besar




karna memang sudah ada”. (Hasil wawancara penulis dengan HS
pada tanggal 23 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tentang persoalan

2

a mengenai sumber daya
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“Kalau mengenai sumber daya manusia vang ada di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kahupaten Enrekang kami
memang menempatkan orang vang sesuai de.ngan kapasﬁas
masing-masing dalam melaksanakan tugas dan kami juga sering
melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill dalam
memberikan pelayanan, misalnya untuk bagian pelayanan di 4
loket yang berbeda kami menempatkan orang vang memiliki
kemampuan untuk memberikan pelayanan dan sudah terbukti
mereka bekerja sesuai dengan kapasitas. Kami juga
menempatkan beberapa di tata usaha sesuai dengan kemampuan




yang dimiliki”. (Hasil wawancara penulis dengan HS tanggal 21
November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan HS terkait dengan

sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

menyimpulkan bahwa Dinas Kpendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Enrekang sudah memiliki kemampuan sumber daya manusia yang
berkompeten untuk menerapkan E-Govermment atau pelayanan secara
online kepada masyarakat yang sudah terbukti beberapa tahun ini.
Capacity atau Sumber Daya, Ketersediaan sumber daya untuk
menerapkan E-Govermnet di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

Kabupaten Enrekang baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya
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finansial sudah cukup baik. Terkait dengan sumber daya manusia yaitu

staff atau operator pelayanan telah dibekali dengan kemampuan atau skil

dari latihan-latihan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Manfaat yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatatn Sipil
Kabupaten Enrekang yang dalam hal ini melakukan penerapan E-
Government atau pelayanan secara online. Berdasarkan hasil wawancara
saya dengan HS dan YR sebagai berikut:

“Kalau menurut saya manfaat dari penerapan E-Government atau
pelayanan sccara online sangat besar manfaatnya apa lagi pada

saat sekarang ini di era serba modern, karna pelayanan online ini
bukan saja menjadi inovasi dalam pelayanan ini juga salah satu




57

strategi dimasa sekarang ini terlebih saat pandemi. Pendapat saya
begini penerapan E-Govermment atau pelayanan secara online
sangat efektif dan efisien untuk masyarakat dari segi pelayanan,
masyarakat yang akan mengurus data kependudukan tidak usah
lagi dating ke kantor ti'.'ﬂﬂblh yang jauh dari kantor Dinas

/// »w wo \\\
///'mu‘\\\\

sangat mudah dari segi pelayanan apalagi kita memilik 4 loket
pelayanan yang terbagi sesuai dengan kapasitas masing-masing
jadi sangat cepetlah kemudian masyrakat sendiri yang print
dirumah jika mempunyai print dengan kertas HVS 80 gram yang
sudah ditentukan bisa juga dlte.mpat print jika tidak punya print.
Semua melalui teknologi dan ini juga sangat memudahkan dan
membantu masyrakat dalam mengurus data kependudukan”,
(Hasil wawancara penulis dengan YR pada 25 November 2021)
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan keduanya yaitu HS dan

YR tentang manfaat yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Enrekang sebagai yang memberikan pelayanan secara




online kepada masyarakat yaitu inovasi yang berbentuk pelayanan online
ini memberikan dampak yang besar dari segi pelayanan kepada masyarakat
yang lebih efektif dan efisien. Sistem kerja yang menggunakan teknologi

N

Berdasarkan hasil wawancara penulm denga AR tersebut terkait
dengan manfaat pencrapan E-Government atau pelayanan secara online di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang penulis
menyimpulkan bahwa sanya penerapan FE-governmenmt atau pelayanan
secara online memberikan kemudahan untuk masyarakat karna tidak perlu
lagi datang ke kamtor untuk mengantri demi untuk mendapatkan pelayanan

dan msyarakat juga menerima penerapan E-Government atau pelayanan
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secara online memberikan manfaaat yang begitu besar dan dampak yang
baik untuk masyarakat sebagai yang menerima pelayanan dan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang sebagai yang

memberikan pelayanan dalam mengantisipasi masyarakat datang ke kantor

terlebih disaat ini masa 4 r»/ \‘;»

Al

erguna bagi masyarakat karna

tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor untuk menerima pelayanan tapi

dengan adanya pelayanan online ini sangat

bisa dilakukan secara online dan membantu juga mengurangi penularan

covid-19 saat ini.




C. Hasil Pembahasan

1. Support (Dukungan)
Dukungan yang dimaksud adalah dukungan atau keinginan dari

pemimpin tidak saja harus pintar dalam menyusun konsep, tetapi juga
harus menjadi motivator ulang pada fase pelaksanaanya sehingga dalam
penerapanya berjalan dengan mulus.
2. Capacity ( Sumberdaya)
Element Capacity adanya unsur kemampuan atau sumber daya untuk

menerapkan  E-Government,  penerapan  E-government  disuatu
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pemerintahan sangatlah memerlukan sumber daya yang cukup untuk
menjalankan inovasi tersebut baik itu sumber daya finansial, sumber daya

infrastruktur dan sumber daya manusia. Apa bila ke tiga sumber daya

terwujudnya pelayanan secara online untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat
c. Sumber daya infrastruktur
Dimana ketersediaan infrastruktur ini menjadi kunci

keberhasilan dalam menerapkan E-gevernment yang dimana




sumber daya ini diperlukan dalam pembangunan dan penerapan E-
government ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Enrekang.

3. Value ( manfaat)

merupakan aspe
(demand side) manft

/ S ViUN |
. AP = Am

[1<] s

R

implementasi konsep tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat
yang diperoleh dengan adanya FE-government bukanlah kalangan
pemerintah sendiri, melainkan masyarakat yang sebagai menerima
pelayanan dan mereka yang berkepentingan.




enrekang. Hasilnya di tengah covid penerapan ¢ government semakin
lambat padahal jika merujuk pada atururan mentri dalam negeri nomor 104
tahun 2019 tentang pendokumntasian administrasi kependudukan itu
merupakan aturan wjib yang harus di lakukan oleh pemerintah pusat dan
daerah untuk memudahkan masyarakan mendapatkan pelayanan

mendapatkan KTP melalui penerapan e government.




3. Elemen Capacity
Mengenai elemen capacity disimpulkan bahwa penerapan konsep

ini sudah lumayan baik dari segi anggaran juga sudah ada aturan yang

yang dirasakan oleh masyarakat yakni memudahkan masyarakat dalam

melakukan pelayanan dan tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor
untuk mendapatkan sebuah pelayanan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut dikemukakan saran atau
masukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang
dan masyarakat:




a. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang perlu
T myr— i elémen. ‘sippoet ‘didal

sehingga konsep ﬂagwemm -...c nbantu pelayanan yang lebih
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